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Purpose of this research are to known that there is an influence between Internal 
Control System, Organization Culture and Performance Incentive to Fraud Triangle. 
Population in this research are Government Employee at Cooperative, Small and 
Medium Enterprises Ministry. We used convenience sampling, and we succeed have 
about 208 respondents in this research. Test results with multiple regression found that 
the Internal Control System and Performance Incentive did not influence to the fraud 
triangle and there is a negative influence Organizational Culture to the fraud triangle 
on budget implementation at Ministry of Cooperatives and SMEs.  
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Korupsi merupakan penyakit sosial yang mematikan (Siahaan, 2013) yang belum 
ada matinya. Pengertian korupsi awalnya sebagaimana disebut dalam Black’s Law 
Dictionary, korupsi dapat berarti subjek yang berdarah (tabiat) korupsi atau menikmati 
sesuatu yang bertantangan dengan hukum atau yang merusak tabiat, memaksakan tabiat 
korupsi, untuk mengubah moral moral seseorang dari yang baik ke yang jahat. 
Kita menyadari bahwa dibalik semua fenomena kehidupan yang mengandung 
kerusakan selalu ada kaitannya dengan korupsi :  1) fenomena tentang kerusakan hutan 




atau lingkungan, 2) fenomena tentang bangunan yang cepat rusak, 3) fenomena 
penegakan hukum yang tidak dapat tegak dan berlaku adil, 4) fenomena pelayanan 
yang lama, sulit dan birokrasinya panjang, 5) fenomena merebaknya narkoba, 6) 
fenomena negara dengan sumber daya alam yang melimpah namun tidak dapat 
memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, dan fenomena lainnya.  
Korupsi dan kekuasaan saling berhubungan dan berkorelasi. Ini tidak hanya 
terjadi di negara Indonesia, tetapi di berbagai negara di belahan dunia seperti itu 
adanya. Kekuasaan adalah alat untuk memengaruhi seseorang. Semakin besar 
kekuasaan, akan semakin besar ambisi untuk memperbesar pengaruhnya. 
Seorang bendahara dapat melakukan korupsi karena ia memperoleh hak untuk 
menyimpan dana dan melakukan administrasi keuangan negara. Seorang auditor dapat 
melakukan korupsi karena ia memperoleh wewenang untuk melaksanakan perhitungan 
keuangan sesuai dengan profesi yang dikuasainya. Di tangan orang-orang yang tidak 
memiliki landasan moral, kekuasaan dan kewenangan seperti ini merupakan alat utama 
untuk melakukan korupsi. 
Berdasarkan Kajian Lembaga Administrasi Negara (2007) yang berjudul Strategi 
Penanganan Korupsi di Negara-Negara Asia Pasifik, kedua negara yaitu Singapura dan 
Hongkong berhasil mengurangi korupsi di negaranya dengan peningkatan sistem 
pengendalian internal yaitu dengan membentuk suatu lembaga yang bertugas untuk 
melakukan pencegahan, penindakan dan evaluasi korupsi. Selain itu kedua negara 
tersebut mengurangi tingkat korupsi dengan meningkatkan kultur organisasi terutama 
di sektor publik dengan melakukan transparansi, edukasi, punishment dan reward. 
Selain penerapan good governance menurut Tuanakotta (2014) menyebutkan 
bahwa negara-negara donor dan organisasi internasional sering kali menganjurkan 
negara berkembang salah satunya Indonesia untuk menaikkan gaji pegawai negeri 
mereka untuk mengurangi tingkat korupsi. Cara ini sudah diterapkan di Swedia dan 
berhasil untuk mengurangi tingkat korupsi. Berdasarkan data penanganan kasus korupsi 
yang ditangani oleh KPK, cara tersebut bertolak belakang. 
 
Tabel 1 
Data Penanganan Korupsi Berdasarkan Instansi Tahun 2004-2017 
(Per 31 Desember 2017) 
INSTANSI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 JUMLAH 
DPR dan 
DPRD 
0 0 0 0 7 10 7 2 6 2 2 3 15 9 63 
K/L 1 5 10 12 13 13 16 23 18 46 26 21 39 31 274 
BUMN/ 
BUMD 
0 4 0 0 2 5 7 3 1 0 0 5 11 13 51 
Komisi 0 9 4 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 20 
Pemprop. 1 1 9 2 5 4 0 3 13 4 11 18 13 15 99 
Pemkab/ 0 0 4 8 18 5 8 7 10 18 19 10 21 53 181 
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Jumlah 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 58 57 99 121 688 
Sumber : KPK 
  
Jumlah pelaku korupsi dari lingkungan Kementerian/Lembaga hampir setiap 
tahunnya merupakan yang tertinggi dari 5 instansi lainnya mencapai 274 orang atau 
39,83%. Sedangkan instansi Pemerintah Kabupaten/Kota diurutan berikutnya sebanyak 
181 kasus atau 26,31% dan diikuti oleh instansi Pemerintah Propinsi sebanyak 99 kasus 
atau 14,39%. Dapat dikatakan bahwa praktek tindak pidana korupsi dilakukan secara 




Data Penanganan Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan 2004-2017 
(Per 31 Desember 2017) 
JABATAN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 JUMLAH
Anggota DPR dan 
DPRD
0 0 0 2 7 8 27 5 16 8 9 19 23 20 144
Kepala Lembaga/ 
Kementerian
0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 9 3 2 0 25
Duta Besar 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Komisioner 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Gubernur 1 0 2 1 1 2 1 0 0 2 3 3 1 1 18
Walikota/Bupati dan 
Wakil
0 0 3 6 6 5 4 3 3 3 12 4 9 13 71
Eselon I / II / III 2 9 15 10 22 14 12 15 8 7 2 7 10 43 176
Hakim 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 3 1 3 17
Jaksa 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 1 7
Polisi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Pengacara 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 6
Swasta 1 4 5 3 12 11 8 10 16 24 16 18 28 28 184
Lainnya 0 4 1 2 3 4 8 1 2 8 8 3 21 13 78
Korporasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Jumlah Keseluruhan 4 23 29 27 55 45 65 38 49 60 61 62 99 123 740  
Sumber : KPK 
 
Sedangkan jumlah pelaku korupsi dari jabatan eselon I/II/III yang merupakan 
PNS, menduduki peringkat ke-2 terbanyak dari tahun 2004 s.d 2017 dengan jumlah 176 
orang atau 23,78 % dari jumlah keseluruhan sebanyak 740 orang. Bahkan jumlah 
pelaku korupsi tertinggi pada tahun 2017 adalah dari pegawai negeri sipil sebanyak 43 
orang. Hal itu menunjukkan penerapan agenda reformasi birokrasi dan pengawasan 
internal di lembaga pemerintah belum berjalan optimal.  




Upaya pendeteksian dan pencegahan fraud telah dilakukan Kementerian 
Koperasi dan UKM dalam bentuk kebijakan, prosedur, peraturan, struktur organisasi, 
anggaran, kode etik dan lain sebagainya. Tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Aparat Pengawasan Internal 
Pemerintah (APIP), Kementerian Koperasi dan UKM memiliki 59 kasus Tuntutan 
Kerugian Negara (TGR) mulai dari tahun 2007 hingga 2017.  
 
Tabel 3 
Temuan Kerugian Negara Kementerian Koperasi dan UKM 
(Tahun 2007 s.d 2017) 
Bendahara Non Bendahara Pihak III
1 2007 LHP BPK 1        -             -                              1.220.552.288         
2 LHP APIP 1        355.977.934            -                              
3 2008 LHP BPK 3        -             -                              885.672.000            
4 LHP APIP -        -             -                              -                              
5 2009 LHP BPK 1        -             -                              2.777.000                
6 LHP APIP -        -             -                              -                              
7 2010 LHP BPK 2        1.133.437.101         7.200.000                
8 LHP APIP -        -             -                              -                              
9 2011 LHP BPK 8        -             -                              833.158.550            
10 LHP APIP -        -             -                              -                              
11 2012 LHP BPK 10      -             633.380.800            25.478.634.861       
12 LHP APIP 3        -             48.944.987              -                              
13 2013 LHP BPK 10      -             1.915.125.500         13.930.465.608,87  
14 LHP APIP 5        -             7.271.800                -                              
15 2014 LHP BPK 13      -             5.942.508.182,04    1.197.500.000         
16 LHP APIP 7        -             29.836.250              -                              
17 2015 LHP BPK 10      -             526.645.940            1.199.946.998         
18 LHP APIP 7        -             263.223.850            -                              
19 2016 LHP BPK -        -             -                              -                              
20 LHP APIP -        -             -                              -                              
21 2017 LHP BPK 1        -             -                              177.756.099,88       
22 LHP APIP -        -             -                              -                              
LHP BPK 59      -             10.151.097.522,91  44.933.663.406       
LHP APIP 23      -             705.254.821            -                              
Total








Sumber : BPK RI 
 
Dari data tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa penerapan sistem pengendalian 
internal pemerintah dalam pelaksanaan anggaran di Kementerian Koperasi dan UKM 
belum optimal. Selain data diatas, beberapa kasus korupsi yang terjadi di Kementerian 
Koperasi dan UKM antara lain proyek pengadaan videotron di Kementerian Koperasi 
dan UKM yang melibatkan anak Menteri, kasus korupsi pengadaan lift, hingga kasus 
korupsi penyaluran dana bergulir pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir pada 
Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2017. 
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Sistem pengendalian internal dalam pemerintahan berhubungan erat dengan 
budaya organisasi, menurut Robbins (2008) budaya berfungsi sebagai pembentuk rasa 
dan mekanisme pengendalian yang memberikan panduan dan bentuk prilaku serta sikap 
karyawan. Pegawai Negeri Sipil yang baru (CPNS) dalam pemerintahan belum 
langsung bisa menjalankan semua peraturan-peraturan yang ada dalam perusahaan, 
tetapi PNS tersebut akan melihat kebiasaan atau budaya yang ada dalam perusahaan 
tersebut. Sehingga ketika budaya organisasi tersebut kuat maka penerapan sistem 
pengendalian internal yang ada akan lebih efektif.  
Membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi mengangkat 
kesejahteraan aparatur yang terkait langsung dengan gaji pegawai, jaminan sosial serta 
fasilitas hidup lainnya. Inilah salah satu faktor penting yang menyebabkan pelaksanaan 
pelayanan publik selama ini tidak sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. 
Namun sistem gaji PNS saat ini belum menggunakan sistem merit yang 
mempertimbangkan prestasi kerja, akibatnya PNS yang rajin dan tekun maupun yang 
malas melaksanakan tugasnya menerima gaji yang sama besarnya (Gie, 2003). 
Kinerja (performance) adalah penampilan hasil karya personel, baik kuantitas 
maupun kualitas dalam suatu organisasi, yang dapat merupakan penampilan individu 
tentunya harus sejalan dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansinya (Peraturan 
Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010). Melalui peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2011 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013, pemerintah telah 
mengatur penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil berdasarkan sasaran kerja 
pegawai (SKP) dengan bobot penilaian 60% dan perilaku kerja dengan bobot penilaian 
40%. SKP ini nantinya akan menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja PNS. 
Pemberian tunjangan kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan 
pemerintah terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan bagian komitmen pemerintah 
untuk mewujudkan clean government and good governance. Menurut Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tunjangan kinerja diartikan 
sebagai fungsi keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang 
telah dicapai oleh seorang pegawai. Dengan kata lain, karena tunjangan merupakan 
bentuk penghargaan terhadap penyerahan serta pemberian segenap hasil kerja 
(performance) pegawai kepada organisasi, maka organisasi memberikan reward 
sebagai sumber nafkah bagi pegawai yang bersangkutan (Kadarisman, 2014).  
Kementerian Koperasi dan UKM melalui Peraturan Presiden RI Nomor 109 
tahun 2014 telah menerima pemberian tunjangan kinerja atas keberhasilan pelaksanaan 
reformasi birokrasi. Para pegawai menerima tambahan penghasilan perbulan mulai dari 
Rp1.563.000,00 hingga tertinggi sebesar Rp19.360.000,00.  
 Tunjangan kinerja dapat menjadi hal positif yang diharapkan bisa memacu 
semangat dan motivasi setiap pegawai agar dapat bekerja lebih efektif dan giat. Namun, 
berdasarkan wawancara tidak terstruktur dengan beberapa pegawai, didapat keluhan 
masalah kinerja pegawai, antara lain pegawai datang bekerja sekedar untuk absensi 




datang dan setelah itu mereka meninggalkan kantor dengan alasan tidak jelas karena 
berbagai macam urusan pribadi, dan setelah itu absen lagi pada jam pulang. Hal ini 
menyebabkan masih banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan secara maksimal. Dapat 
disimpulkan bahwa pegawai belum mencapai kinerja yang lebih baik (better 
performance) dan belum berorientasi pada hasil (outcomes). 
Melihat fenomena ini, diduga pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai 
negeri sipil saat ini belum sepenuhnya meningkatkan kinerja pegawai. Dibuktikan 
dengan masalah utama dari program tunjangan kinerja adalah pada penerapannya yang 
efektif. Pemberian tunjangan kinerja saat ini belum sepenuhnya berdasarkan prestasi 
kerja tetapi hanya dilihat berdasarkan absensi atau kehadiran saja.  
Berdasarkan dengan uraian latar belakang dan berbagai penelitian-penelitian 
terdahulu antara lain Martaningtyas (2014) atas variabel-variabel yang diteliti, maka 
penelitian ini dilakukan kembali oleh penulis namun berbeda dengan penelitian-
penelitian sebelumnya yaitu obyek penelitian yaitu pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 
lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. 
 
REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS 
 
Teori Keagenan 
Teori keagenan pada dasarnya merupakan teori yang muncul karena adanya 
konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal mengontrak agen untuk 
melakukan pengelolaan sumber daya dalam perusahaan dan berkewajiban untuk 
memberikan imbalan kepada agen sedangkan agen berkewajiban melakukan 
pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan bertanggung jawab atas 
tugas yang dibebankan kepadanya (Jensen dan Meckling, 1976). 
Praktik pelaporan kinerja dan keuangan dalam organisasi sektor publik 
merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Pemerintah yang bertindak 
sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para 
pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam 
menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun 




Karakter pengendalian intern bergeser dari hard control menuju soft control. 
Hal ini ditandai dengan peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas tidak hanya 
melalui prosedur dan mekanisme pengendalian tetapi juga dengan meningkatkan 
kompetensi, kepercayaan, nilai etika dan penyatuan pandangan atas visi, misi dan 
strategi organisasi. 
Pergeseran tersebut terlihat pada tahapan perkembangan terakhir sistem 
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pengendalian intern, yang tercatat hingga saat ini seperti yang didefinisikan oleh  
Committee on Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 
sebagai: “Proses yang dilakukan oleh manajemen dan personil lain dalam organisasi, 
yang dirancang untuk mendapatkan tujuan-tujuan: efektivitas dan efisiensi operasi, 
keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.” 
SPIP dikembangkan dengan mengadopsi konsepsi yang terbaik dan tetap sesuai 
dengan kondisi Indonesia sehingga pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah: “Proses yang integral pada 
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi 
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.” 
Unsur-unsur SPIP: 
1) Lingkungan Pengendalian 
2) Penilaian Risiko 
3) Kegiatan Pengendalian 
4) Informasi dan Komunikasi 
5) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern 
 
Budaya Organisasi 
Menurut Robbins (2008), budaya organisasi merupakan suatu sistem makna 
bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan 
organisasi lainnya. Lebih lanjut Robbins menyatakan bahwa sebuah sistem pemaknaan 
bersama dibentuk oleh warganya yang sekaligus menjadi pembeda dengan organisasi 
lain. Sistem pemaknaan bersama merupakan seperangkat karakter kunci dari nilai-nilai 
organisasi (a system of shared meaning held by members that distinguishes the 
organization from other organization. This system of shared meaning is, on closer 
examination, a set of key characteristics that the organization values). Robbins 
memberikan karakteristik budaya organisasi sebagai berikut: 
1. Inovation and risk taking (Inovasi dan keberanian mengambil risiko) 
2. Attention to detail (Memperhatikan detail) 
3. Outcome orientation (Berorientasi kepada hasil) 
4. People orientation (Berorientasi kepada manusia) 
5. Team orientation (Berorientasi kepada tim) 
6. Aggressiveness (Agresivitas) 
7. Stability (Stabilitas) 
 
Masing-masing karakteristik ini berada dalam suatu kesatuan, dari tingkat yang 
rendah menuju tingkat yang lebih tinggi. Menilai suatu organisasi dengan 
menggunakan tujuh karakter ini akan menghasilkan gambaran mengenai budaya 




organisasi tersebut. Gambaran tersebut kemudian menjadi dasar untuk perasaan saling 
memahami yang dimiliki anggota organisasi mengenai organisasi mereka, bagaimana 
segala sesuatu dikerjakan berdasarkan pengertian bersama tersebut, dan cara-cara 
anggota organisasi seharusnya bersikap. (Robbins, 2008). 
 
Tunjangan Kinerja 
Tunjangan kinerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 adalah tunjangan yang diberikan  
kepada Pegawai Negeri yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan 
reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja Pegawai Negeri tersebut yang 
sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana Pegawai Negeri tersebut bekerja. 
Salah satu yang mendasari adalah teori hierarki kebutuhan yang diperkenalkan oleh 
pakar psikologi Abraham Maslow (2010). Dikemukakan bahwa manusia mempunyai 
berbagai kebutuhan yang saling berbeda dan mereka berusaha untuk memenuhi di 
tempatnya bekerja. 
 Menurut hasil penelitian Sancoko (2010), indikator yang digunakan dalam 
variabel remunerasi atau tunjangan kinerja adalah: 
a) Nilai remunerasi dibandingkan dengan instansi pemerintah lainnya 
b) Nilai remunerasi dibandingkan dengan kinerja yang diberikan 
c) Nilai remunerasi dibandingkan dengan  senioritas dalam daftar pegawai 
d) Nilai remunerasi dibandingkan dengan pengalaman yang dimiliki 
e) Nilai remunerasi dibandingkan dengan level (grade yang dimiliki) 
f) Nilai remunerasi dibandingkan dengan potensi yang dimiliki 
g) Nilai remunerasi dibandingkan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi 
 
Berkaitan dengan teori Maslow (2010), tunjangan kinerja digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar, maka tunjangan kinerja dihitung dengan besaran finansial 
sehingga menggunakan dimensi finansial. Pemberian tunjangan kinerja merupakan 
salah satu upaya dalam rangka menurunkan tingkat fraud. Selain itu, tunjangan kinerja 
diberikan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai sehingga dapat 
memenuhi segala kebutuhan hidup. 
 
Fraud Triangle 
Di Indonesia, istilah fraud lebih dikenal dengan korupsi. Hal ini dianggap 
kurang tepat karena pada bentuk-bentuk fraud yang akan diuraikan berikut ini, korupsi 
merupakan bagian dari fraud. Bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
yang telah diubah/diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
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Teori Segitiga Fraud (Fraud Triangle Theory) 
Teori ini dicetuskan pertama kali oleh Dr. Donald Cressy, salah seorang pendiri 
ACFE yang dikutip oleh pengarang auditing antara lain Steve Alberecht dalam 
bukunya Fraud Examination dan Arens et al. (2008) dalam Auditing and Assurance 
Service. Dalam teori segi tiga, perilaku fraud didukung oleh tiga unsur yaitu tekanan, 
kesempatan dan pembenaran. Tiga unsur digambarkan dalam segi tiga sama sisi karena 
bobot/derajat ketiga unsur itu sama. 
 
Rerangka Konseptual 
Kerangka penelitian merupakan model konseptual tentang bagaimana peneliti 
membangun hubungan antara beberapa variabel-variabel penting dari masalah yang 
dihadapi. Adapun masalah yang dianggap penting dalam penelitian ini adalah sistem 
pengendalian internal, budaya organisasi dan tunjangan kinerja serta fraud pelaksanaan 
anggaran pada Kementerian Koperasi dan UKM. 
Berdasarkan teori yang telah dijelaskan berhubungan dengan berbagai faktor 
yang telah diidentifikasi, maka rerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan 

















Pengembangan Hipotesis  
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Fraud  
Sistem Pengendalian Internal dibangun untuk membantu para anggota 
organisasi dari tingkat manajemen hingga staf dapat melaksanakan kewajiban dan 
tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini 
berarti kebijakan dan prosedur yang dirancang dalam sistem pengendalian internal 
dibangun untuk memberikan keyakinan manajemen bahwa perusahaan dapat mencapai 

















yang besar terhadap kelangsungan perusahaan dan terhindar dari tindakan yang 
merugikan perusahaan. 
Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2008 adalah: “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 
terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan” 
 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2016) menghasilkan simpulan 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Sistem Pengendalian Intern terhadap 
fraud (kecurangan). Yuliana (2016) menjelaskan bahwa dengan Sistem Pengendalian 
Intern yang efektif, perusahaan terhindar dari kerugian yang besar termasuk terjadinya 
fraud (kecurangan). Dari uraian di atas, maka disusun hipotesis ke-1 adalah sebagai 
berikut 
H1: Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh negatif terhadap fraud triangle 
 
Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Fraud 
 Kode etik pegawai negeri sipil sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas 
pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selain kode etik, pegawai negeri sipil 
juga terikat dengan sumpah pegawai dan penandatanganan pakta integritas dengan 
atasan langsung (berjenjang) pegawai yang dibuat setiap awal tahun anggaran. Dengan 
penandatanganan pakta integritas dan penerapan kode etik serta penegakan sanksi yang 
dilakukan setiap hari diharapkan menjadi karakter setiap pegawai yang akhirnya 
menjadi budaya organisasi dalam bekerja, sehingga diharapkan dapat mencegah 
terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pegawai. 
Moeljono (2005) menyatakan budaya organisasi adalah sistem nilai-nilai yang 
diyakini oleh semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan, serta 
dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat, dan 
dijadikan acuan perilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan yang 
telah ditetapkan. 
 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Martaningtyas (2014) menghasilkan 
simpulan bahwa kultur organisasi mempunyai nilai signifikan jika dikembangkan dan 
dilaksanakan dengan baik dapat menurunkan fraud. Dari uraian di atas, maka disusun 
hipotesis ke-2 adalah sebagai berikut: 
H2: Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh negatif terhadap fraud triangle 
 
Pengaruh Tunjangan Kinerja terhadap Fraud 
 Dalam upaya menciptakan kinerja yang lebih baik serta meningkatkan 
kesejahteraan aparatur yang lebih layak, maka pemerintah memberikan kompensasi 
berupa tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja dihitung berdasarkan capaian kinerja 
individu yang sejalan dengan capaian kinerja instansi atas pelaksanaan reformasi 
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birokrasi. pemberian tunjangan kinerja ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar 
pegawai, sehingga pegawai tidak perlu mencari pendapatan dari praktek korupsi. 
Apabila semua kebutuhan pegawai terpenuhi, maka kebocoran keuangan negara 
semakin menurun. 
Menurut Sedarmayanti (2009) kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima 
oleh pegawai sebagai balas jasa untuk mereka. Sulistiyani dan Rosidah (2009) juga 
mengemukakan bahwa program kompensasi penting bagi organisasi karena 
mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusia sebagai 
komponen utama, dan merupakan komponen biaya yang paling penting.  
 Berdasarkan rekomendasi World Bank (1997) tentang strategi untuk 
pemberantasan korupsi secara komprehensif salah satunya dengan membangun 
birokrasi yang berdasarkan ketentuan hukum dengan struktur penggajian yang 
menghargai kejujuran para pegawai negeri. Dari uraian di atas, maka disusun hipotesis 
ke-3 adalah sebagai berikut: 





 Rancangan penelitian ini membahas tentang masalah-masalah berupa fakta-
fakta saat ini dari suatu populasi dengan menggunakan analisis perhitungan tertentu dan 
bertujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berhubungan 
dengan keadaan saat ini dari subyek yang diteliti. Jenis penelitian ini menggunakan 
penelitian kausalitas (sebab akibat/dampak) dan statistik deskriptif dengan 
menggunakan metode penelitian kuantitatif. 
Populasi merupakan keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup 
tertentu yang akan diteliti yang memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan 
masalah penelitian, populasi penelitian ini adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang 
bekerja pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 
Penelitian ini menggunakan 4 variabel (3 variabel independen dan 1 variabel 
dependen) dengan total 35 indikator pada kuesioner. Sehingga total sampel minimal 
yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 175 sampel. Metode pengambil sampel 
yaitu metode nonprobabilitas melalui pengambilan sampel yang mudah (convenience 
sampling). Metode ini digunakan karena peneliti memiliki kebebasan memilih sampel 
dengan cepat dari populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti. 
Penelitian ini termasuk dalam cross-sectional studies karena penelitian ini 
dilakukan pada suatu waktu tertentu, yaitu penyebaran kuesioner yang dimulai pada 








Prosedur Pengumpulan Data 
Berdasarkan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer yang diperoleh dari responden. Responden adalah pegawai Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berada di 7 unit kerja di Jakarta. 
Penelitian ini menggunakan tipe pernyataan tertutup (closed statement) yang 
meminta responden untuk memilih salah satu jawaban yang tepat atau mendekati 
dengan kondisi saat ini. 
 
Metode Analisis Data 
Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih 
dapat diinterprestasikan. Data yang dihimpun dari hasil penelitian di lapangan, akan 
penulis bandingkan dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan analisis untuk 
menarik kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif. 
 
Uji Kualitas Data 
Uji Validitas 
Pada penelitian ini uji validitas dilakukan menggunakan analisis faktor dengan 
menggunakan bantuan SPSS 22. Analisis ini digunakan dengan menggunakan cara 
mengkorelasi masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah 
penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pernyataan yang berkorelasi signifikan 
dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan 
dalam mengungkapkan nilai yang ingin diungkapkan. Pernyataan dikatakan valid 
apabila factor loading di atas 0,5 menurut Ferdinan, (2006). 
 
Uji Reliabilitas 
Untuk uji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan, maka akan 
semakin baik. Keandalan konsistensi antar item atau koefisien dapat dilihat pada tabel 
Cronbach’s Alpha. Untuk menguji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien 
keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Nilai reabilitas dinyatakan reliable jika 
mempunyai nilai Cronbach’s Alpha dari masing-masing instrumen yang dikatakan 
valid jika (ri) > 0,7 (Ghozali, 2013). 
 
Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalisasi 
Menurut Ghozali (2013) uji normalitas merupakan pengujian asumsi residual 
yang berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah di mana model 
yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui normalitas 
distribusi data dapat dilakukan dengan menggunakan analisis statistik, yaitu 
Kolmogrov–Smirnov test dengan kriteria pengujian α 0,05. 
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Asumsi ini menyatakan bahwa antara variabel independen tidak terdapat gejala 
korelasi. Menurut Ghozali (2013) pengujian Multikolinieritas akan menggunakan 
Variance Inflationfactor (VIF). 
 
Uji Heteroskedastisitas 
Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians dari setiap error bersifat 
heterogen yang berarti melanggar asumsi klasik yang mensyaratkan bahwa varians dari 
error harus bersifat homogen. Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah 
dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 
Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan 
melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antar nilai prediksi variabel 
terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) di mana sumbu Y adalah Y yang telah 
diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya). 
  
Uji Hipotesis 
Dalam penelitian ini alat uji yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda (multiple linierregression). Pengujian ini berguna untuk mengetahui pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan analisis berganda adalah: 
Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε 
Dimana: 
Y  : Kecurangan 
α  : Konstanta 
β1, β2, β3  : Koefisien regresix 
X1  : Sistem Pengendalian Intern 
X2  : Budaya Organisasi 
X3  : Tunjangan Kinerja 





digunakan untuk mengukur proporsi atau presentase sumbangan 
variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. R
2 
berkisar antara 0 sampai 1 (0 ≤ R
2 ≤ 1). Apabila R
2 
sama dengan 0, hal ini 
menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap 




variabel dependen, dan bila R
2 
semakin kecil mendekati 0, maka dapat dikatakan 
bahwa pengaruh variabel independen semakin kecil terhadap variabel dependen. 
Apabila R
2 
semakin besar mendekati 1, hal ini menunjukkan semakin kuatnya 
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 
 
Uji F 
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 
simultan berpangaruh signifkan terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang 
digunakan adalah 5% (0,05). Jika nilai probabilitas < 0,05, maka dapat dikatakan 
terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas 
terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat 




Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial 
berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikan yang 
digunakan adalah signifikansi < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh 
antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, jika probabilitas 
nilai t atau signifikansi > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh 
yang signifikan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Uji Instrumen Penelitian 
Uji Validitas 
Hasil uji validitas terhadap 18 (delapan belas) pernyataan pada Sistem 
Pengendalian Internal tidak semua butir pernyataan di dalam kuesioner valid 
dikarenakan nilai factor loading lebih kecil dari 0,5 oleh karena itu maka sebanyak 9 
(sembilan) item-item yang tidak valid harus dieliminasi sebelum dilakukan pengujian 
hipotesis. Sedangkan untuk Budaya Organisasi sebanyak 7 pernyataan, Tunjangan 
Kinerja sebanyak 6 pernyataan dan Fraud Triangle sebanyak 4 pernyataan maka dapat 
diketahui bahwa semua butir pertanyaan di dalam kuesioner variabel memiliki nilai 
factor loading lebih besar dari 0,5, sehingga disimpulkan bahwa seluruh item 
pertanyaan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah valid. 
 
Uji Reliabilitas 
Semua konstruksi variabel pertanyaan di dalam kuesioner reliabel dikarenakan 
nilai Cronbach’s Alpha masing-masing variabel lebih besar dari 0,700 atau secara total 
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memiliki nilai 0,792 sehingga disimpulkan bahwa setiap variabel yang diuji di dalam 
penelitian ini adalah reliabel. 
 
Uji Outlier 
Dari hasil uji regresi yang dilakukan, setidaknya terdapat satu kali proses 
penanggulangan outlier. Cara untuk mendeteksi outlier dalam penelitian ini yaitu 
dengan casewise diagnostic. Hasil pendeteksian outlier tersebut ditemukan sebanyak  
18, sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 190. 
 
Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 
Dari hasil uji normalitas dapat diketahui bahwa data di sekitar garis diagonal 
dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi telah memenuhi asumsi 
normalitas. Sedangkan uji kolmogorov-smirnov test memiliki nilai signifikansi lebih 
besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,100, maka H0 gagal ditolak yang berarti model regresi 
yang digunakan mempunyai standar error yang normal, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa model regresi dapat diuji lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh masing-
masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 
 
Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas di atas, diketahui bahwa seluruh variabel independen 
mempunyai nilai VIF yang kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10, 
sehingga H0 diterima, yang berarti seluruh variabel independen yang digunakan pada 
model persamaan regresi tidak ada multikolinearitas (tidak ada hubungan yang sangat 
kuat antara variabel independen). 
 
Uji Heteroskedastisitas 
Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diketahui bahwa tidak ada pola yang 
jelas, serta titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, peneliti 





Berdasarkan hasil pengujian regresi didapat nilai adjusted R2 adalah 0,048. 
Artinya seluruh variabel independen yang terdiri dari Sistem Pengendalian Internal, 
Budaya Organisasi dan Tunjangan Kinerja mampu menjelaskan variasi dari variabel 
dependen yaitu Fraud Triangle sebesar 4,8%, sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh 
faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model. 
 
 




Uji Statistik F (ANOVA) 
Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa F-hitung sebesar 4,162 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,007 < α0,05, maka H0 ditolak yang berarti secara bersama-sama 
terdapat pengaruh antara Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi dan 
Tunjangan Kinerja terhadap Fraud Triangle. 
 
Uji t (Pengujian Hipotesis) 
 
Tabel 4 
Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t) 
Variabel Bebas Expected 
Sign 
Koefisien T Sig. 
1-Tailed 
Keputusan 
(Constant)  10,067 9,057   
Sistem Pengendalian 
Internal 
- 0,058 1,716 0,044 H1 ditolak 
Budaya Organisasi - -0,096 -1,749 0,041 H2 diterima 
Tunjangan Kinerja - 0,156 3,014 0,001 H3 ditolak 
 
Hipotesis 1 
H1a : Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh negatif terhadap Fraud 
Triangle 
Variabel sistem pengendalian internal mempunyai koefisien regresi (β1) = 0,058 
dengan sig. 0,044. Nilai β positif menunjukkan bahwa variabel X1 mempunyai 
hubungan yang searah dengan Y. Dengan kata lain semakin tinggi sistem pengendalian 
internal belum tentu akan membuat Fraud Triangle semakin menurun, maka dengan ini 
H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini berarti Sistem Pengendalian Internal tidak memiliki 
pengaruh signifikan terhadap Fraud Triangle.  
 
Hipotesis 2 
H2a : Budaya organisasi memiliki pengaruh negatif terhadap Fraud Triangle 
Variabel budaya organisasi mempunyai koefisien regresi (β1) = -0,096 dengan 
sig. 0,041. Nilai β negatif menunjukkan bahwa variabel X2 mempunyai hubungan yang 
berbalik searah dengan Y. Nilai sig. lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau 0,041 < 
0,05, dengan kata lain semakin tinggi budaya organisasi akan membuat Fraud Triangle 
semakin menurun, maka dengan ini H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti budaya 
organisasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Fraud Triangle. 
 
Hipotesis 3 
H3a : Tunjangan kinerja memiliki pengaruh negatif terhadap Fraud Triangle 
Variabel sistem pengendalian internal mempunyai koefisien regresi (β1) = 
0,156 dengan sig. 0,001. Nilai β positif menunjukkan bahwa variabel X3 mempunyai 
hubungan yang searah dengan Y. Dengan kata lain semakin tinggi tunjangan kinerja 
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belum tentu akan membuat Fraud Triangle menurun, maka dengan ini H0 diterima 
dan H1 ditolak. Hal ini berarti tunjangan kinerja tidak memiliki pengaruh signifikan 
terhadap Fraud Triangle. 
 
Pembahasan Hasil Penelitian 
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Fraud Triangle 
Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahawa H1 ditolak, sehingga 
disimpulkan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Fraud Triangle. 
Hal ini dikarenakan nilai koefisien regresi (β1) positif walaupun nilai sig. lebih kecil 
dari nilai probabilitas 0,05.  
Untuk mendukung hasil penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara 
kepada 5 responden untuk menanyakan hubungan Sistem Pengendalian Internal 
terhadap Fraud Triangle. Secara keseluruhan responden setuju bawah Sistem 
Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap Fraud Triangle. Sistem 
Pengendalian Internal dapat tidak berpengaruh terhadap Fraud Triangle jika pimpinan 
melakukan pembiaran terhadap fraud, kurangnya pendidikan dan pelatihan terkait 
teknis substansi dan mental aparatur, longgarnya aturan yang dibuat, dan APIP tidak 
memiliki bargaining power. 
 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Martaningtyas (2014) yang 
menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara sistem pengendalian internal dengan 
fraud. 
 
Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Fraud Triangle 
Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahawa H2 diterima, sehingga 
disimpulkan Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Fraud Triangle. Hal ini 
dikarenakan nilai koefisien regresi (β2) negatif atau sejalan dengan hipotesis penelitian 
serta memilik nilai sig. lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05.  
 Untuk mendukung hasil penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara 
kepada 5 responden untuk menanyakan hubungan Budaya Organisasi terhadap Fraud 
Triangle. Secara keseluruhan responden setuju bahwa Budaya Organisasi berpengaruh 
negatif terhadap fraud. Budaya Organisasi dapat tidak berpengaruh terhadap fraud jika 
mental individu pegawai memiliki tujuan fraud, tidak ada reward dan punishment, 
tanggung jawab individu karyawan kurang terhadap pekerjaan dan masih adanya istilah 
PGPS (Pintar Goblok Pendapatan Sama). 
 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Artini, Adiputra dan Herawati 
(2014) yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara 
budaya etis organisasi terhadap kecurangan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat 








Pengaruh Tunjangan Kinerja Terhadap Fraud Triangle 
 Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahawa H3 ditolak, sehingga 
disimpulkan Tunjangan Kinerja tidak berpengaruh terhadap Fraud Triangle. Hal ini 
dikarenakan nilai koefisien regresi (β3) positif walaupun nilai sig. lebih kecil dari nilai 
probabilitas 0,05.  
Untuk mendukung hasil penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara 
kepada 5 responden untuk menanyakan hubungan Tunjangan Kinerja terhadap Fraud 
Triangle. Jawaban responden terbagi 2, sebanyak 2 responden setuju bahwa tunjangan 
kinerja berpengaruh negatif dan 3 responden menyatakan bahwa tunjngan kinerja tidak 
berpengaruh terhadap Fraud Triangle. Tunjangan Kinerja dapat tidak berpengaruh 
terhadap fraud jika untuk pegawai tingkat bawah karena adanya pemenuhan kebutuhan 
(sekolah dan tempat tinggal), pegawai tingkat tinggi karena keinginan (gaya hidup) dan 
serakah serta karena adanya kesempatan. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fawzie (2013) yang menjelaskan 
bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan. 
 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
Simpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan serta hasil pengujian yang telah dilakukan 
oleh peneliti dalam penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap fraud triangle. Dengan 
kata lain meningkatnya Sistem Pengendalian Internal belum tentu dapat 
menurunkan fraud triangle pelaksanaan anggaran Kementerian Koperasi dan 
UKM. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Martaningtyas (2014) yang 
menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara sistem pengendalian internal 
dengan fraud triangle. 
2. Budaya Organisasi berpengaruh negatif terhadap fraud triangle. Dengan kata lain 
meningkatnya budaya organisasi dapat menurunkan fraud triangle pelaksanaan 
anggaran Kementerian Koperasi dan UKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian Artini, Adiputra dan Herawati (2014) yang menjelaskan bahwa terdapat 
pengaruh negatif dan signifikan antara budaya etis organisasi terhadap kecurangan 
akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jembara 
3. Tunjangan Kinerja tidak berpengaruh terhadap fraud triangle. Dengan kata lain 
meningkatnya tunjangan kinerja belum tentu dapat menurunkan fraud triangle 
pelaksanaan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM. Hasil penelitian ini sesuai 
dengan penelitian Fawzie (2013) yang menjelaskan bahwa kesesuaian kompensasi 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan. 
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Terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan yang harus dipertimbangkan 
ketika mengevaluasi hasil penelitian ini, yaitu: 
1. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode convenience sampling yang bekerja 
pada Kementerian Koperasi dan UKM. Dengan kemungkinan kompleksitas beban 
tugas dan kompetensi yang dihadapi PNS pada masing-masing unit kerja 
kedeputian berbeda, maka hasil penelitian ini mungkin tidak dapat 
digeneralisasikan untuk PNS yang bekerja pada Kementerian Koperasi dan UKM. 
2. Pengisian kuesioner dilakukan dilokasi tempat responden bekerja tidak 
dikumpulkan dalam 1 ruangan dan diberi penjelasan pada setiap pernyataan yang 
diberikan sehingga adanya kemungkinan multitafsir saat mengisi pernyataan-
pernyataan.  
3. Responden masih kurang terbuka dalam menjawab setiap pernyataan yang 
diajukan dikarenakan responden masih terikat dinas dengan instansi mereka 
bekerja dan peneliti berasal dari unit kerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 
pada Inspektorat Kementerian. 
 
Saran 
Saran untuk penelitian selanjutnya agar kualitas penelitian semakin baik adalah 
sebagai berikut:  
1. Penelitian selanjutnya agar memperbanyak jumlah responden, khususnya dari 
pejabat-pejabat struktural di pemerintahan serta dilakukan di satu tempat dengan 
memberikan penjelasan terhadap pernyataan-pernyataan yang akan diisi oleh 
responden. 
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel lain, baik variabel 
independen maupun moderasi yang juga mempunyai pengaruh terhadap fraud 
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